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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan di BPSPL Padang Semester I Tahun 2024. 

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) merupakan unit kerja 

pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut (Ditjen 

PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyusunan Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pengaduan merupakan kegiatan rutin setiap triwulan dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, 

dan nepotisme, sehingga perlu diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana.   

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga kami berharap 

adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Besar 

harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap stakeholder. Kami juga 

menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi 

dalam penyusunan laporan. 

 

 

Padang, 1 Juli 2024 

        Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya 

       Plt. Pesisir dan Laut Padang  

 

 

 Fajar Kurniawan , S.T., M.AP., M.MG. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Instansi Pemerintah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, maka perlu 

diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, permintaan 

informasi, ketidakpuasan, maupun aspirasi terkait pelayanan, pelanggaran, dan/atau 

tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Sejalan dengan pelaksaan kegiatan tersebut maka diperlukan adanya monitoring 

dan evaluasi pengelolaan pengaduan. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan 

untuk memantau pengaduan dari masyarakat atau pegawai. Laporan ini juga 

menjabarkan efektifivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan yang diterima 

secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang 

diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganan.  

 

1. 2. Tujuan 

 Laporan ini disusun dalam rangka untuk mengetahui efektifivitas penanganan 

pengaduan serta untuk mengidentifikasi faktor–faktor pendukung ataupun penghambat 

yang dilakukan di BPSPL Padang. 

 

1. 3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pengaduan meliputi : 

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, 

serta dasar hukum; 

2. Bab II Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan, yang terdiri dari penerimaan 

pengaduan, penatausahaan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan; 

3. Bab III Analisis dan Pembahasan Pengaduan, yang terdiri dari 

penilaian/perbandingan rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan, 

permasalahan pengelolaan pengaduan, serta saran perbaikan pengelolaan 

pengaduan; 
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4. Bab IV Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya, yang terdiri dari 

saran/rekomendasi monev sebelumnya serta tinjak lanjut monev sebelumnya; 

5. Bab V Penutup. 

 

1.4   Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum pengaduan, antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016 

tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 

tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 
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BAB II   

PELAKSANAAN KEGIATAN  

 

2. 1. Penerimaan Pengaduan  

2.1.1 Penerimaan Pengaduan oleh Unit Penanganan Pengaduan 

BPSPL Padang telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan di lingkup 

BPSPL Padang melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor 

B.359/BPSPL.1/KP.440/I/2024. Sedangkan tim penanganan pengaduan yang disusun 

oleh unit eselon I masih dalam proses. Adapun susunan Tim Penanganan Pengaduan 

BPSPL Padang adalah sebagai berikut: 

 

Ketua : Lovedrian Ariston, S.I.K. 

Anggota : Maikal Kisman, S.E., M.Si. 

Windi Syahrian, S.Pi. 

Anang Kurnianto, S.Kel. 

Intan Nurzahra Kiswanto, S.Pi. 

Admin UPP UPT : Azzami Rasyid, S.Si. 

 

2.1.2 Mekanisme Pengaduan  

Masyarakat dapat/harus menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi 

yaitu:  

1. Website  kkp.go.id/lapor.go.id,  

2. Sms ke 1708 

3. Email ke pengaduan@kkp.go.id 

4. Telepon atau whatsapp ke 0811989011 

5. Surat non-elektronik ditujukan ke ketua TPP Kementerian atau melalui 

kotak pengaduan di kantor pusat atau UPT (Jl. Raya Pertanian Sungai 

Lareh, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang). 

 

Pengaduan yang tidak melalui saluran resmi harus diarahkan ke saluran resmi 

yang tertera di atas. 

 



4 
 

 

Gambar 1. Kotak Saran dan Pengaduan di luar dan di dalam Kantor. 

 

2.1.3 Muatan Pengaduan  

Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat hal/informasi sebagai 

berikut: substansi pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat 

kejadian, dan kronologis kejadian.  

2. 2. Penatausahaan Pengaduan  

Pengaduan harus melalui saluran resmi, pengaduan yang tidak melalui 

saluran resmi harus diarahkan ke saluran resmi yang tertera di atas. Setiap 

pengaduan yang ada wajib dimasukan ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR!. 

Laporan yang masuk akan diverifikasi awal oleh admin kementerian, apabila 

setelah diverifikasi awal laporan tersebut menjadi kewenangan BPSPL Padang 

maka admin UPP UPT wajib menindaklanjutinya sesuai dengan SOP yang 

berlaku. Berikut penatausahaan laporan pengaduan di aplikasi SP4N-LAPOR!: 
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Gambar 2. Penatausahaan Pengaduan di Aplikasi SP4N-LAPOR! BPSPL Padang Semester I 

Tahun 2024 

 

 

 

2. 3. Tindaklanjut Pengaduan  

Pada Semester I 2024, BPSPL Padang tidak menerima pengaduan yang 

berkadar pengawasan atau bersifat pelanggaran/pidana maupun yang tidak 

berkadar pengawasan (Gambar 2). Akan tetapi selama Semester I, BPSPL Padang 

menerima 16 laporan berupa aspirasi serta permintaan informasi dan telah 

menindaklanjuti semua laporan (Tabel 1) dari masyarakat sesuai SOP yang 

berlaku. Rincian laporan masyarakat terlampir dan Adapun untuk rekap laporan 

pada Semester I adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Rekapitulasi Pengaduan BPSPL Padang Periode Semester I Tahun 2024  
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Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan Semester I BPSPL Padang Berdasarkan Kategori Pengaduan 

Bulan 

Laporan Pengaduan Semester I 

Ket Jumlah Pengaduan yang Diterima Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

Pengaduan Aspirasi 
Permintaan 
Informasi 

Konsultasi Pengaduan Aspirasi 
Permintaan 
Informasi 

Konsultasi 

Janua
ri 

- 2 2 - - 2 2 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Febru
ari 

- 1 - - - 1 - - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Maret - - 3 - - - 3 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

April - - 2 - - - 2 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Mei - - - - - - - - - 

Juni - - 6 - - - 6 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Total 0 3 13 0 0 3 13 0 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 
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BAB III   

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

3.1  Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan 

Berdasarkan rencana kerja, tim penanganan pengaduan BPSPL Padang telah 

melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (Tabel 3). Sedangkan untuk 

perbandingan waktu pelaksanaan tindaklanjut pengaduan telah dilakukan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

 

Tabel 3. Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaannya 

Rencana Kerja Rencana Aksi 

Semester I 

Keterangan 
Bulan 

I 

Bulan 

II 

Bulan 

III 

Bulan 

IV 

Bulan 

V 

Bulan 

VI 

Pengaduan Masyarakat 

1. Penanganan 

Pengaduan 

a. Membuat Laporan 

Pengaduan (Apabila 

Ada Pengaduan) 

   

   
Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

b. Melengkapi Data 

Dukung Berupa 

Laporan Monev 

Pengaduan Setiap 

Triwulan 

   

   

Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

c. Membuat Laporan 

Tindaklanjut 

Pengaduan 

Masyarakat 

 

   

   

Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

3.2 Permasalahan Pengelolaan Pengaduan  

3.2.1 Unit Penanganan Pengaduan  

Berdasarkan evaluasi, secara personel, komposisi Unit Penanganan 

Pengaduan masyarakat sudah cukup baik. 

 

3.2.2 Sarana Pengaduan  

Sarana pengaduan menggunakan saluran resmi yang telah diatur dalam 

Permen KP nomor 56 Tahun 2020 khususnya terpusat pada aplikasi Lapor. Pada 

aplikasi lapor tidak ada masalah sejauh ini dan dapat berfungsi dengan baik karena 

dapat dipantau kapanpun. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah 

terdapat beberapa pelaku usaha baru yang terbit SIPJInya pada Semester I 
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2024. Pelaku usaha baru ini perlu diberikan sosialiasi terkait pengaduan agar 

dapat mengetahui sarana yang dapat digunakan apabila ditemukan 

pelanggaran yang dilakukan oleh petugas BPSPL Padang. 

 

3.2.3 Prosedur/Mekanisme Pengaduan  

Prosedur/Mekanisme Pengaduan pada Semester I sudah cukup Baik. 

3.3  Saran/Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Pengaduan  

Saran/Rekomendasi perbaikan bertujuan untuk menindaklanjuti 

permasalahan pada pengelolaan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penerapan pengaduan di lingkungan BPSPL Padang. Pada Semester I, 

saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di triwulan selanjutnya: 

1. Menyosialisasikan perihal pengaduan masyarakat kepada  pelaku usaha 

pemilik SIPJI Baru yang terbit pada Semester I tahun 2024. 
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BAB IV  

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA 

 

Unit Penanganan Pengaduan BPSPL Padang melakukan tindak lanjut rekomendasi 

dari monev Triwulan IV Tahun 2023 dengan melakukan sosialisasi sarana pengaduan 

masyarakat kepada 2 pelaku usaha pemilik SIPJI baru Triwulan IV Tahun 2023 (Tabel 4, 

Gambar 3 dan 4). 

Tabel 4. Pelaku Usaha Pemilik SIPJI Baru TW IV Tahun 2023 yang Mendapat Sosialisasi 

Pengaduan Masyarakat 

No Identitas Pelaku Usaha Jenis Ikan Jenis SIPJI Wilayah Kerja 
Tahun 
Terbit 

1 Azhar 
Hiu dan Pari 
Appendiks II 

CITES 
Perdagangan 

Tanjung 
Pinang 

TW IV 2023 

2 Riki Afrial 
Hiu dan Pari 
Appendiks II 

CITES 
Perdagangan Aceh TW IV 2023 

 

 

Gambar 4. Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat kepada Pelaku Usaha atas Nama Azhar 

Melalui Whatsapp 
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Gambar 5. Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat kepada Pelaku Usaha atas Nama Riki Afrial 

Melalui Whatsapp 
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BAB V PENUTUP 

 

 

Pada Semester I 2024, BPSPL Padang menerima 16 (enam belas) laporan 

pengaduan yang terbagi menjadi 3 aspirasi dan 13 permintaan informasi. Seluruhnya 

telah ditindaklanjuti sesuai SOP. 
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LAMPIRAN 

 

Rekap Pengaduan Bulan Januari 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan Februari 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan Maret 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan April 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan Mei 2024 

 

  



19 
 

Rekap Pengaduan Bulan Juni 2024 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN DI BPSPL 

PADANG SEMESTER II TAHUN 2024 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan di BPSPL Padang Semester II Tahun 2024. 

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) merupakan unit kerja 

pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut (Ditjen 

PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyusunan Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pengaduan merupakan kegiatan rutin setiap triwulan dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, 

dan nepotisme, sehingga perlu diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana.   

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga kami berharap 

adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Besar 

harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap stakeholder. Kami juga 

menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi 

dalam penyusunan laporan. 

 

 

Padang, 31 Desember 2024 

        Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya 

       Plt. Pesisir dan Laut Padang  

 

 

 Fajar Kurniawan , S.T., M.AP., M.MG. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Instansi Pemerintah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, maka perlu 

diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, permintaan 

informasi, ketidakpuasan, maupun aspirasi terkait pelayanan, pelanggaran, dan/atau 

tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Sejalan dengan pelaksaan kegiatan tersebut maka diperlukan adanya monitoring 

dan evaluasi pengelolaan pengaduan. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan 

untuk memantau pengaduan dari masyarakat atau pegawai. Laporan ini juga 

menjabarkan efektifivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan yang diterima 

secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang 

diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganan.  

 

1. 2. Tujuan 

 Laporan ini disusun dalam rangka untuk mengetahui efektifivitas penanganan 

pengaduan serta untuk mengidentifikasi faktor–faktor pendukung ataupun penghambat 

yang dilakukan di BPSPL Padang. 

 

1. 3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pengaduan meliputi : 

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, 

serta dasar hukum; 

2. Bab II Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan, yang terdiri dari penerimaan 

pengaduan, penatausahaan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan; 

3. Bab III Analisis dan Pembahasan Pengaduan, yang terdiri dari 

penilaian/perbandingan rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan, 

permasalahan pengelolaan pengaduan, serta saran perbaikan pengelolaan 

pengaduan; 
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4. Bab IV Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya, yang terdiri dari 

saran/rekomendasi monev sebelumnya serta tinjak lanjut monev sebelumnya; 

5. Bab V Penutup. 

 

1.4   Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum pengaduan, antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016 

tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 

tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

BAB II   

PELAKSANAAN KEGIATAN  

 

2. 1. Penerimaan Pengaduan  

2.1.1 Penerimaan Pengaduan oleh Unit Penanganan Pengaduan 

BPSPL Padang telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan di lingkup 

BPSPL Padang melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor 

B.359/BPSPL.1/KP.440/I/2024. Sedangkan tim penanganan pengaduan yang disusun 

oleh unit eselon I masih dalam proses. Adapun susunan Tim Penanganan Pengaduan 

BPSPL Padang adalah sebagai berikut: 

 

Ketua : Lovedrian Ariston, S.I.K. 

Anggota : Maikal Kisman, S.E., M.Si. 

Windi Syahrian, S.Pi. 

Anang Kurnianto, S.Kel. 

Intan Nurzahra Kiswanto, S.Pi. 

Admin UPP UPT : Azzami Rasyid, S.Si. 

 

2.1.2 Mekanisme Pengaduan  

Masyarakat dapat/harus menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi 

yaitu:  

1. Website  kkp.go.id/lapor.go.id,  

2. Sms ke 1708 

3. Email ke pengaduan@kkp.go.id 

4. Telepon atau whatsapp ke 0811989011 

5. Surat non-elektronik ditujukan ke ketua TPP Kementerian atau melalui 

kotak pengaduan di kantor pusat atau UPT (Jl. Raya Pertanian Sungai 

Lareh, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang). 

 

Pengaduan yang tidak melalui saluran resmi harus diarahkan ke saluran resmi 

yang tertera di atas. 
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Gambar 1. Kotak Saran dan Pengaduan di luar dan di dalam Kantor. 

 

2.1.3 Muatan Pengaduan  

Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat hal/informasi sebagai 

berikut: substansi pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat 

kejadian, dan kronologis kejadian.  

2. 2. Penatausahaan Pengaduan  

Pengaduan harus melalui saluran resmi, pengaduan yang tidak melalui 

saluran resmi harus diarahkan ke saluran resmi yang tertera di atas. Setiap 

pengaduan yang ada wajib dimasukan ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR!. 

Laporan yang masuk akan diverifikasi awal oleh admin kementerian, apabila 

setelah diverifikasi awal laporan tersebut menjadi kewenangan BPSPL Padang 

maka admin UPP UPT wajib menindaklanjutinya sesuai dengan SOP yang 

berlaku. Berikut penatausahaan laporan pengaduan di aplikasi SP4N-LAPOR!: 
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Gambar 2. Penatausahaan Pengaduan di Aplikasi SP4N-LAPOR! BPSPL Padang Semester II 

Tahun 2024 

 

 

 

2. 3. Tindaklanjut Pengaduan  

Pada Semester II 2024, BPSPL Padang tidak menerima pengaduan yang 

berkadar pengawasan atau bersifat pelanggaran/pidana maupun yang tidak 

berkadar pengawasan (Gambar 2). Akan tetapi selama Semester II, BPSPL Padang 

menerima 36 laporan berupa aspirasi serta permintaan informasi dan telah 

menindaklanjuti semua laporan (Tabel 1) dari masyarakat sesuai SOP yang 

berlaku. Rincian laporan masyarakat terlampir dan Adapun untuk rekap laporan 

pada Semester II adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Rekapitulasi Pengaduan BPSPL Padang Periode Semester II Tahun 2024  
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Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan Semester II BPSPL Padang Berdasarkan Kategori Pengaduan 

Bulan 

Laporan Pengaduan Semester II 

Ket Jumlah Pengaduan yang Diterima Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

Pengaduan Aspirasi 
Permintaan 
Informasi 

Konsultasi Pengaduan Aspirasi 
Permintaan 
Informasi 

Konsultasi 

Juli - 2 4 - - 2 4 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Agust
us 

- 1 7 - - 1 7 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Septe
mber 

- 8 3 - - 8 3 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Oktob
er 

- - 2 - - 1 1 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Nove
mber 

- 2 2 - - 2 1 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Dese
mber 

- 1 4 - - 1 3 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Total 0 14 22 0 0 14 22 0 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 
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BAB III   

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

3.1  Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan 

Berdasarkan rencana kerja, tim penanganan pengaduan BPSPL Padang telah 

melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (Tabel 3). Sedangkan untuk 

perbandingan waktu pelaksanaan tindaklanjut pengaduan telah dilakukan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

 

Tabel 3. Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaannya 

Rencana Kerja Rencana Aksi 

Semester II 

Keterangan 
Bulan 

VII 

Bulan 

VIII 

Bulan 

IX 

Bulan 

X 

Bulan 

XI 

Bulan 

XII 

Pengaduan Masyarakat 

1. Penanganan 

Pengaduan 

a. Membuat Laporan 

Pengaduan (Apabila 

Ada Pengaduan) 

   

   
Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

b. Melengkapi Data 

Dukung Berupa 

Laporan Monev 

Pengaduan Setiap 

Triwulan 

   

   

Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

c. Membuat Laporan 

Tindaklanjut 

Pengaduan 

Masyarakat 

 

   

   

Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

3.2 Permasalahan Pengelolaan Pengaduan  

3.2.1 Unit Penanganan Pengaduan  

Berdasarkan evaluasi, secara personel, komposisi Unit Penanganan 

Pengaduan masyarakat sudah cukup baik. 

 

3.2.2 Sarana Pengaduan  

Sarana pengaduan menggunakan saluran resmi yang telah diatur dalam 

Permen KP nomor 56 Tahun 2020 khususnya terpusat pada aplikasi Lapor. Pada 

aplikasi lapor tidak ada masalah sejauh ini dan dapat berfungsi dengan baik karena 

dapat dipantau kapanpun. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah 

terdapat beberapa pelaku usaha baru yang terbit SIPJInya pada Semester II 
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2024. Pelaku usaha baru ini perlu diberikan sosialiasi terkait pengaduan agar 

dapat mengetahui sarana yang dapat digunakan apabila ditemukan 

pelanggaran yang dilakukan oleh petugas BPSPL Padang. 

 

3.2.3 Prosedur/Mekanisme Pengaduan  

Prosedur/Mekanisme Pengaduan pada Semester II sudah cukup Baik. 

3.3  Saran/Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Pengaduan  

Saran/Rekomendasi perbaikan bertujuan untuk menindaklanjuti 

permasalahan pada pengelolaan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penerapan pengaduan di lingkungan BPSPL Padang. Pada Semester I TA 2025, 

saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di triwulan selanjutnya: 

1. Menyosialisasikan perihal pengaduan masyarakat kepada  pelaku usaha 

pemilik SIPJI Baru yang terbit atau pengguna layanan BPSPL Padang pada 

Semester II tahun 2024. 
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BAB IV  

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA 

 

Unit Penanganan Pengaduan BPSPL Padang melakukan tindak lanjut rekomendasi 

dari monev Semester I Tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi sarana pengaduan 

masyarakat kepada pelaku usaha pemilik SIPJI baru Semester I Tahun 2024 namun 

karena tidak ada pelaku usaha pemilik izin baru sehingga sosialisasi dilakukan pada 

pengguna layanan pada periode Semester I Tahun 2024. 

 

 

Gambar 4. Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat kepada Pelaku Usaha Pengguna Layanan 

BPSPL Padang Semester I Tahun 2024 melalui media whatsapp 
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BAB V PENUTUP 

 

 

Pada Semester II 2024, BPSPL Padang menerima 36 (tiga puluh enam) laporan 

pengaduan yang terbagi menjadi 14 aspirasi dan 22 permintaan informasi. Seluruhnya 

telah ditindaklanjuti sesuai SOP. 
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LAMPIRAN 

 

Rekap Pengaduan Bulan Juli 2024 
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18 
 

Rekap Pengaduan Bulan Agustus 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan September 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan Oktober 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan November 2024 
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Rekap Pengaduan Bulan Desember 2024 

 

 

 



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN DI BPSPL 

PADANG SEMESTER I TAHUN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG 

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan di BPSPL Padang Semester I Tahun 2025. 

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) merupakan unit kerja 

pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut (Ditjen 

PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyusunan Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pengaduan merupakan kegiatan rutin setiap triwulan dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, 

dan nepotisme, sehingga perlu diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana.   

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga kami berharap 

adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Besar 

harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap stakeholder. Kami juga 

menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi 

dalam penyusunan laporan. 

 

 

Padang, 7 Juli 2025 

       Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya 

       Plt. Pesisir dan Laut Padang  

 

 

 Hendrisman, S.ST. 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................................... iii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................................... 1 

1. 1. Latar Belakang ............................................................................................................................ 1 

1. 2. Tujuan ............................................................................................................................................. 1 

1.4 Dasar Hukum ............................................................................................................................... 2 

BAB II  PELAKSANAAN KEGIATAN .......................................................................................................................... 3 

2. 1. Penerimaan Pengaduan ........................................................................................................... 3 

2. 2. Penatausahaan Pengaduan .................................................................................................... 4 

2. 3. Tindak Lanjut Pengaduan ....................................................................................................... 5 

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................................................................. 13 

3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan .......... 13 

3.2 Permasalahan Pengelolaan Pengaduan ......................................................................... 13 

3.3 Saran/Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Pengaduan ....................................... 14 

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA ................................................................................ 15 

BAB V PENUTUP ............................................................................................................................................................ 15 

 

 

 

 



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Instansi Pemerintah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, maka perlu 

diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, permintaan 

informasi, ketidakpuasan, maupun aspirasi terkait pelayanan, pelanggaran, dan/atau 

tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Sejalan dengan pelaksaan kegiatan tersebut maka diperlukan adanya monitoring 

dan evaluasi pengelolaan pengaduan. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan 

untuk memantau pengaduan dari masyarakat atau pegawai. Laporan ini juga 

menjabarkan efektifivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan yang diterima 

secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang 

diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganan.  

 

1. 2. Tujuan 

 Laporan ini disusun dalam rangka untuk mengetahui efektifivitas penanganan 

pengaduan serta untuk mengidentifikasi faktor–faktor pendukung ataupun penghambat 

yang dilakukan di BPSPL Padang. 

 

1. 3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pengaduan meliputi : 

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, 

serta dasar hukum; 

2. Bab II Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan, yang terdiri dari penerimaan 

pengaduan, penatausahaan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan; 

3. Bab III Analisis dan Pembahasan Pengaduan, yang terdiri dari 

penilaian/perbandingan rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan, 

permasalahan pengelolaan pengaduan, serta saran perbaikan pengelolaan 

pengaduan; 
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4. Bab IV Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya, yang terdiri dari 

saran/rekomendasi monev sebelumnya serta tinjak lanjut monev sebelumnya; 

5. Bab V Penutup. 

 

1.4   Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum pengaduan, antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016 

tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 

tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 
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BAB II   

PELAKSANAAN KEGIATAN  

 

2. 1. Penerimaan Pengaduan  

2.1.1 Penerimaan Pengaduan oleh Unit Penanganan Pengaduan 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah membentuk 

Unit Penanganan Pengaduan di lingkup BPSPL Padang melalui Keputusan Direktur 

Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 5 Tahun 2025. Adapun susunan Tim Penanganan 

Pengaduan BPSPL Padang adalah sebagai berikut: 

 

Ketua : Fahrur Rozi, S.H. 

Sekretaris : Willy Filkosima, S.Si. 

Anggota : Anang Kurnianto, S.Kel. 

Dannisa Ixora W. H., S.Kel. 

Navila Ulfi Fauziyanti, S.Si. 

Admin UPP UPT : Azzami Rasyid, S.Si. 

 

2.1.2 Mekanisme Pengaduan  

Masyarakat dapat/harus menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi 

yaitu:  

1. Website  kkp.go.id/lapor.go.id,  

2. Sms ke 1708 

3. Email ke pengaduan@kkp.go.id 

4. Telepon atau whatsapp ke 0811989011 

5. Surat non-elektronik ditujukan ke ketua TPP Kementerian atau melalui 

kotak pengaduan di kantor pusat atau UPT (Jl. Raya Pertanian Sungai 

Lareh, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang). 

 

Pengaduan yang tidak melalui saluran resmi harus diarahkan ke saluran resmi 

yang tertera di atas. 
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Gambar 1. Kotak Saran dan Pengaduan di luar dan di dalam Kantor. 

 

2.1.3 Muatan Pengaduan  

Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat hal/informasi sebagai 

berikut: substansi pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat 

kejadian, dan kronologis kejadian.  

2. 2. Penatausahaan Pengaduan  

Pengaduan harus melalui saluran resmi, pengaduan yang tidak melalui 

saluran resmi harus diarahkan ke saluran resmi yang tertera di atas. Setiap 

pengaduan yang ada wajib dimasukan ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR!. 

Laporan yang masuk akan diverifikasi awal oleh admin kementerian, apabila 

setelah diverifikasi awal laporan tersebut menjadi kewenangan BPSPL Padang 

maka admin UPP UPT wajib menindaklanjutinya sesuai dengan SOP yang 

berlaku. Berikut penatausahaan laporan pengaduan di aplikasi SP4N-LAPOR!: 
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Gambar 2. Penatausahaan Pengaduan di Aplikasi SP4N-LAPOR! BPSPL Padang Semester I 

Tahun 2025 

 

 

 

 

 

2. 3. Tindaklanjut Pengaduan  

Pada Semester I 2025, BPSPL Padang tidak menerima pengaduan yang 

berkadar pengawasan atau bersifat pelanggaran/pidana maupun yang tidak 

berkadar pengawasan (Gambar 2). Akan tetapi selama Semester I, BPSPL Padang 

menerima 71 laporan berupa aspirasi serta permintaan informasi dan telah 

menindaklanjuti semua laporan (Tabel 1) dari masyarakat sesuai SOP yang 
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berlaku. Rincian laporan masyarakat terlampir dan Adapun untuk rekap laporan 

pada Semester I adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Rekapitulasi Pengaduan BPSPL Padang Periode Semester I Tahun 2025 
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Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan Semester I BPSPL Padang Berdasarkan Kategori Pengaduan 

Bulan 

Laporan Pengaduan Semester II 

Ket Jumlah Pengaduan yang Diterima Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

Pengaduan Aspirasi 
Permintaan 
Informasi 

Konsultasi Pengaduan Aspirasi 
Permintaan 
Informasi 

Konsultasi 

Janua
ri 

- - 3 - - - 3 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Febru
ari 

- 1 4 - - 1 4 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Maret - 4 6 - - 4 6 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

April - 6 10 - - 6 10 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Mei - 7 14 - - 7 14 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Juni - - 16 - - - 16 - 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 

Total 0 18 53 0 0 18 53 0 

Ditindak 
Lanjuti 
Sesuai 

SOP 
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BAB III   

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

3.1  Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan 

Berdasarkan rencana kerja, tim penanganan pengaduan BPSPL Padang telah 

melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (Tabel 3). Sedangkan untuk 

perbandingan waktu pelaksanaan tindaklanjut pengaduan telah dilakukan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

 

Tabel 3. Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaannya 

Rencana Kerja Rencana Aksi 

Semester II 

Keterangan 
Bulan 

I 

Bulan 

II 

Bulan 

III 

Bulan 

IV 

Bulan 

V 

Bulan 

VI 

Pengaduan Masyarakat 

1. Penanganan 

Pengaduan 

a. Membuat Laporan 

Pengaduan (Apabila 

Ada Pengaduan) 

   

   
Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

b. Melengkapi Data 

Dukung Berupa 

Laporan Monev 

Pengaduan Setiap 

Triwulan 

   

   

Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

c. Membuat Laporan 

Tindaklanjut 

Pengaduan 

Masyarakat 

 

   

   

Sudah/Sedang 

Dilaksanakan 

3.2 Permasalahan Pengelolaan Pengaduan  

3.2.1 Unit Penanganan Pengaduan  

Berdasarkan evaluasi, secara personel, komposisi Unit Penanganan 

Pengaduan masyarakat sudah cukup baik. 

 

3.2.2 Sarana Pengaduan  

Sarana pengaduan menggunakan saluran resmi yang telah diatur dalam 

Permen KP nomor 56 Tahun 2020 khususnya terpusat pada aplikasi Lapor. Pada 

aplikasi lapor tidak ada masalah sejauh ini dan dapat berfungsi dengan baik karena 

dapat dipantau kapanpun. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah 

terdapat beberapa pelaku usaha baru yang terbit SIPJInya pada Semester II 
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2024. Pelaku usaha baru ini perlu diberikan sosialiasi terkait pengaduan agar 

dapat mengetahui sarana yang dapat digunakan apabila ditemukan 

pelanggaran yang dilakukan oleh petugas BPSPL Padang. 

 

3.2.3 Prosedur/Mekanisme Pengaduan  

Prosedur/Mekanisme Pengaduan pada Semester II sudah cukup Baik. 

3.3  Saran/Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Pengaduan  

Saran/Rekomendasi perbaikan bertujuan untuk menindaklanjuti 

permasalahan pada pengelolaan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penerapan pengaduan di lingkungan BPSPL Padang. Pada Semester I TA 2025, 

saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di triwulan selanjutnya: 

1. Menatausahakan lebih banyak terkait seluruh layanan BPSPL Padang 

termasuk yang bersifat aspirasi dan permintaan informasi. Penatausahaan 

pengaduan dilakukan di akun lapor BPSPL Padang. 
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BAB IV  

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA 

 

Unit Penanganan Pengaduan BPSPL Padang melakukan tindak lanjut rekomendasi 

dari monev Semester II Tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi sarana pengaduan 

masyarakat kepada pelaku usaha yang menggunakan layanan pada periode Semester II 

Tahun 2024. 

 

Gambar 4. Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat kepada Pelaku Usaha Pengguna Layanan 

BPSPL Padang Semester II Tahun 2024 melalui media whatsapp 
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BAB V PENUTUP 

 

 

Pada Semester II 2024, BPSPL Padang menerima 71 (tujuh puluh satu) laporan 

pengaduan yang terbagi menjadi 18 aspirasi dan 53 permintaan informasi. Seluruhnya 

telah ditindaklanjuti sesuai SOP. 
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LAMPIRAN 

 

Rekap Pengaduan Bulan Januari 2025 
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Rekap Pengaduan Bulan Februari 2025 
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Rekap Pengaduan Bulan Maret 2025 
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Rekap Pengaduan Bulan April 2025 
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Rekap Pengaduan Bulan Mei 2025 
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Rekap Pengaduan Bulan Juni 2025 
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